FEMERINTAH HARVPATER BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENAJAM PASER UTARA

NOTA HESEPAHAMAN
ANTARA
PFEMERINTAH HABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DENGAN
RATIAN KEPEOAWATAN NEGARA
TENTANG
FENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGEUNGAN PEMERINTAH KABRUPATEN PENAJAM PASER UTARA
HEMOR 1 ¥THI/MOL/PED DAL
NOMOR : 01 K/HS/1/2016

Fode Teesi o Ovesie gl Ocboloo bulan Jenuori tohun Gua Tiba Gnom
Belaz bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini,
MEASIEE-THASIE:

1.

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.8i., sclaku Bupati Penajam Paser Utara
beralamat dan berkantor di Kompleks Pemerintahan Gedung Utama
Jalan Provinsi KM, 9 Nipah Nipah, Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerntah
Kabupaten Penagam Paser ULafsa, RAlMATTAR 1IMUF YATNT SSIARIUINYS
disebut PIHAK PERTAMA.

EIMA HARIA WIBISANA, sclaku Kepala Badan Kepegawaian Negara
beralamat dan berkantor di Jalan Mayjend., Sutoye Nomor 12, Cililitan,
Ja]{a_rta Timu:r, lfiéudﬂfl. cl,a'm:n 1'|.,=l,| ini hertindak untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA,

FIHAK PERTAMA cdan PIHAK KEDUDA untuk selurljull::l_'ra secara bersama-
sama digebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahuly mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:

1.
2,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 tentang Aparatur Sipd] Negara;
Peraturan  Presiden Momor 54 Tehun 2010 tentang Pengadaan
Barang,/Jasa. Pemerintah schagnimana telah empat kali diubah terakhis
dengan Peraturan Presiden Momor 4 Tahun 2015;



3. Peraturan Menteri Pendayspunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi Republik Indonesta Nomaor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengisian Jabatan Pmpiman Tingin Secara TEFBURE A1 LIRZEUAZAN
Instansi Pemerintah;

4, Surat Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 800,596/ BED/IX/2015
tanggal 2 Nopember 2015 perihal Penjadwalan Ulang;

5. Surat Pit. Sekretaris Daerah Pemerintah HKabupaten Pensjam Paser
Utara Momor : 8007623/ BKD/ X1/ 2015 tanggal 9 Nopember 2015 penhal
Permohonan Fasilitasi Pelaksanaan Assessment Untuk Pejabat Eselon 1T
dan Eselon 111 Tahun 2006; dan

6. Surar Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Negara Nomor: [ 26-30/%V 115-4/55 tanggal 4 Descmber
2015, perihal Fasilitas: Penilaian Kompetensi.

Aerdasarkan hal tereebint. PARA PIHAK scpakat meneadakan keria sama

mengenai hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1} Maksud Mota Kesepahaman imi adalah untuk mewujudkan kerja sama
antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Badan
prﬂ;ﬁﬁ'ﬂiﬂn T g a dalam Fn;n“ii'ﬂﬂ L:rrrn]'u-llﬁrln'-d P-‘Eﬂu.'ni 'le-.ﬂm'i Fl-'ipi'l
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

[2) Tujuan Nola Kesepahaman ini adalah sebagai dasar Penyelenggaraan
penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil di ngkungan Pemerintah
Wabupaien Foiajmom Fas U,

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kescpahaman ini yaitu penyelenpggaraan
penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipd di lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Penajain Paser Utara.

Pasal 3
PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Passl
2 dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesusi dengan kewajiban dan haknya
MASINE-MAsng.
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Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

Kewajiban dan Halk PIHAK PERTAMA:
a. Kewajiban:
1) untuk memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang
merupakan kelengkapan penyelenggaraan penilaian kompelensi;
dan

2) menyiapkan sarana dan prasarana,

b. Halk:
Menjadikan hasil penilaian kompetensi sebagai dokumen masukan
untuk penempatan Pegawai Neger: Sipil.

Farpjiboe dan Hal PIHARK HREDTA:
a. Kewajiban:
1] menyediakan tenags penilai kompetensi;
2} melakukan penilsian kempetensi; dan
O} molaporlian srsarn Seriuly dee semapariran hasil penilaian
kompetensi kepada PIHAK PERTAMA.

k. Hak:
Menjadikan hasil penilaian kompetensi untuk keperluan pembinaan
dan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara Secars
nasional.

KEWs)INAT PARA FIFAR:

a. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi
hasil penilaian kompetensi, dan

b. menjaga kerahasisan hasil penilaian kompetensi

Pasal 5
JANGHA WAKTU

Mots Kesepahaman ini mulai berlabu  terhitung mulsi  tanggal
ditandatangani sampsi dengan tanggal 31 Desember 2016,

Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau  diperpanjang dengan
kesepakatan PARA PIHAR dengan waktu pengaman paling LAfiBat 1
{satu] bulan sebelum berakhirmya masa berlalun Mota Kesepahaman ini,
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Pazal 6
PEMBIAYAAN

Segala binya yang timbul scbagai akibat dari pelaksanaan Mota
Kesepahaman il dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Helangi
Daerah Pemerintah Kabupaten Pengjam Paser Utars Tahun Anggaran
2016 dengan beepegang pada prinsip akuntabilitas dan tranaparansi.
PIHAK KEDUA hanya menerima pembiavaan berupa honor fasilitator,
honor marasumber, honor tim kegatan, dan blaya perjalanan dinas
beserta akomodasi yang dilaksanskan sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pembiavaan schagaimana dimaksud pada avat (2] didasarkan pada
surat penetapan, penugasan, dan/atay permintaan tectulis oleh PIHAK
PERTAMA.

Dalam hal PIHAK PERTAMA hanya menyampalkan permintaan tertulis
arhagrimana dimaksud pada ayat (3). FIHAK KEDUA menindaklanjuti
dengan menerbitkan sural penetapan dan/atau surat penugasan.

Pasal 7
FRCE MAJEIFRE

Dalam hal PARA PIHAK tidalk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban
yang tercantum schagaimana yang dimaksud dalam Pesal 4 yang
HiSEBARNKAR SLEN UPMMRNR s Qe ulel ejadian di o
kekuasaan PARA PIHAK (force majeurs) yang secara langsung
berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ind, maka scgala
lketerlambatan atau kepagalan tidak diangeap scbagai kesalahan PARA
F'I"I_.'II.'E'

Apabila terjadi force maojeure schagaimena dimaksud pada ayat (1),
pihak yvang mengalami force mojeure harus memberitahukan secara
tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yvang
tastiinda larena faree majorre dalam wakiu selambat-lambatnva T
{tajuih) harl kalender, r]l.-.nﬁnn mzla.n:pi.rksn bulkti-bukti vang lavak atas
terjadinya foree majeure tersebut,

Apabila dalam 7 (tujub) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan
vang dimalksud pada ayat (2] belum atau tidak ada tanggapan, pihalk
YHNE RERTFRD F.l..-.-.'l-.-.-:lc.h-.mn Aianggen telah mergen il dan sepaloat
segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertumda secara
musyawarih.

Setelah berakhir atau dapat distasinye force majeure tersebut, maka
pilult yong mongalemi liegegalan asea krtrrlnmbates aldbar foees
majeure wajib segera melaksanalkan kewajiban-kewajibannya vang
tertunda secara musyawarah untuk mufakat,
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Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan
penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antarn PARA
PIHAK, skan disclesailan secarn musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak dapat diselesaikan secara mus}'amrﬂ'::l untuk mufalat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK setuju untuk
menyelesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih
lanjut dalam perjanjian tambahan (adderndum), yang merupalan bagian
tidak terpisahkan dari Mota Kesepahaman ini.
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Tasal 10
FENUTUP

Motn Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada marl, mnpgeal, buldan, whun, dan eopat sebagaimana discbutican
pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam ranghkap 2 [dua) asli,
masing-masing sama bunyinya, bermaterai cubup, dan mempunyai
kekuatan hulkum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK,
dan masmng-mesing pihal MEMPErAIER | (EE) naukab sl B
Kesepahaman ini.

Demikian  Mota  Kesepahaman ini dibuat untok dipatuhi dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
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